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No Provinsi Pertumbuhan Ekonomi

1 Maluku Utara 22,94%

2 Sulawesi Tengah 15,17%

3 Papua 8,97%

4 NTB 6,95%

5 Kalimantan Tengah 6,45%

6 Sulawesi Tenggara 5,53%

7 Jawa Barat 5,45%

8 Sulawesi Utara 5,42%

9 Jawa Timur 5,34%

10 Kalimantan Utara 5,34%

• Aktifitas ekonomi beberapa provinsi di 
Indonesia beberapa tahun terakhir meningkat 
pesat. 

• Ekonomi Maluku Utara tahun 2022 tumbuh 
sebesar 22,94 persen, lebih tinggi dibanding 
capaian tahun 2021 sebesar 16,79 persen. 
Ekonomi Maluku Utara terus tumbuh. 

• Sektor pertambangan dan industri pengolahan 
merupakan motor penggerak utama 
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

2022

1. Pengantar



TRADE OFF

(YES/NO?)

• Praktik ekonomi yang pesat diikuti dengan kerusakan 
lingkungan. 

• Pertumbuhan ekonomi selalu berbanding lurus dengan 
proses produksi dan peningkatan populasi (kebutuhan 
tenaga kerja) di wilayah tersebut, akan dihasilkan produk 
sisa atau limbah .

• Pendukung utama perbaikan lingkungan adalah kesadaran 
kolektif,  lewat pembangunan manusia, pada kondisi 
perekonomian yang baik manusia memiliki kecenderungan 
untuk menjaga lingkungan (UNDP). 

APAKAH PERTUMBUHAN EKONOMI, BERDAMPAK 
BURUK TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI 

MALUKU UTARA?

• Bagaimana menghadapi trade-off antara masifnya  
pembangunan ekonomi VS keberlajutan lingkungan
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IUP 
(tambang)  = 

104 > 27 
Perusahaan 

2. Izin Usaha dan atau kegiatan di Maluku Utara

Pengolahan 
Kayu dan 

Hasil Hutan = 
19  

Perusahaan 

Distribusi 
Energi & 

Migas  = 295 
Perusahaan 

Industri 
Pengolahan = 
2 Perusahaan 

Total = 420 Perusahaan 



Jenis 

Pengawasan

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Pengawasan 

Langsung

12 Usaha 

dan/atau 

Kegiatan

9 Usaha 

dan/atau 

Kegiatan

10 Usaha 

dan/atau 

Kegiatan

Pengawasan 

Tidak Langsung

39 Usaha 

dan/atau 

Kegiatan

57 Usaha 

dan/atau 

Kegiatan

63 Usaha 

dan/atau 

Kegiatan

3. Pengawasan Lingkungan Hidup
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4. Pelaksaan PROPER di Maluku Utara

PROPER Maluku 

Utara

Jumlah Peserta 

Proper

Evaluasi KLHK Evaluasi Provinsi Peringkat

Tahun 2021 13 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

1 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

12 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

1 Peringkat Hijau, 

1 Peringkat Biru dan 

2 Peringkat Merah

Tahun 2022 14 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

4 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

10 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

2 Peringkat Hijau, 

9 Peringkat Biru, 

3 Peringkat Merah. 

Tahun 2023 14 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

4 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

10 Pelaku 

Usaha/Kegiatan

2 Peringkat Hijau, 

8 Peringkat Biru, 

1 Peringkat Merah dan 

3 Peringkat Penilaian 

PROPER di tangguhkan



5. Kebijakan Penataan 
Ruang Laut di Wilayah 
Provinsi Maluku Utara

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut



Profil Ruang Laut Maluku Utara dalam
Materi Teknis Peraian Pesisir

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Informasi Struktur Ruang 
terdapat: 
- Provinsi Maluku Utara memiliki total 

panjang garis pantai 6.823,5 km
- 19 Pelabuhan Perikanan
- 211 Pelabuhan Laut dan atau pelabuhan 

penyebrangan
- 25 Terminal Khusus (terdata)
- 8 Ruas Pipa Kabel bawah Laut

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut



Profil Ruang Laut Maluku Utara dalam
Materi Teknis Peraian Pesisir

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan 
Informasi 
Pola Ruang 
terdapat 11 
Zona dengan 
Rincian 

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut



7. Peranan Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Saat ini telah terbit 33 izin KKPRL di Wilayah Peraian 
Provinsi Maluku Utara dan 6 Izin sedang berproses KKPRL

Upaya yang saat ini telah dilakukan Pemerintah Daerah 
Provinsi Maluku dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan 
Ruang Laut:
• Membentuk Satgas Pulau-Pulau Kecil (Lingkup 

Provinsi), untuk mengawasi pemanfaatan pulau pulau 
kecil

• Melakukan Telaah dan memberikan rekomendasi 
kesesuian ruang laut terhadap permohonan izin yang 
secara teknis sesuai dengan arahan zonasi pada Materi 
Teknis

• Memberikan masukan dalam Penilaian teknis yang 
dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.



JENIS KEGIATAN JUMLAH
BUDIDAYA 6

PENATAAN KAWASAN PANTAI 3
RUMPON 2

TERSUS PARIWISATA 2
TERSUS TAMBANG 20

TOTAL 33

Jenis KKPRL Jumlah
KONFIRMASI 3

PERSETUJUAN 30
TOTAL 33

BUDIDAYA
PENATAAN KAWASAN PANTAI
RUMPON
TERSUS PARIWISATA
TERSUS TAMBANG

Permohonan KKPRL didominasi oleh Permohonan 
untuk Kegiatan terminal khusus Pertambangan

Peranan Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut



Peranan Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Upaya ideal yang akan direncanakan 
Pemerintah Daerah dalam Pengawasan 
Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut:

• Melakukan Pendataan Pemanfaatan atau 
Perizinan yang berkenaan dengan 
Pemanfaatan Ruang Laut, bersama Instansi 
Teknis yang membidangi urusan Perizinan

• Mendorong Tertib Perizinan Pemanfaatan 
Ruang Laut, bagi pelaku usaha yang belum 
melakukan izin pemanfaatan ruang laut.

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut



8. Strategi Pencegahan dari sudut pandang aspek Kelautan dan Perikanan

1. Pemerintah Provinsi Maluku 
Utara, dalam Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) 
RTRW Provinsi Maluku Utara 

telah menyepakati Batasan 
Pengambaran Ketentuan khusus 
(Ketsus) pertambangan, dimana 

Ketsus Pertambangan tidak 
digambarkan pada Kawasan 

Perikanan serta beberapa 
kawasan esensial lainnya seperti 

Kawasan Pertanian Pangan 
Berkelanjutn, Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan Hankam, 
kawasan Permukian dan 

Kawasan Pariwisata



Strategi Pencegahan dari sudut pandang aspek Kelautan dan Perikanan

Zona 
Pertambangan di 

Wilayah Laut tidak 
digambarkan 
dalam Materi 

Teknis Muatan 
Perairan Pesisir 

Provinsi Maluku 
Utara



Strategi Pencegahan dari sudut pandang aspek Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi 
Maluku Utara 

berpedoman pada 
 

PERATURAN MENTERI 
KELAUTAN DAN 

PERIKANAN REPUBLIK 
INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PEMANFAATAN PULAU-
PULAU KECIL DAN 

PERAIRAN DI 
SEKITARNYA

Dalam pemberikan 
rekomendasi daerah 

terkait kegiatan kegiatan 
dipulau kecil.



Tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Perizinan 
Pemanfaatan Ruang Laut

• Profil SDM khususnya SDM yang membidangi urusan PSDKP di Dinas 
Kelautan dan Perikanan yang belum  optimal Untuk dapat melakukan 
pengawasan secara langsung keseluruh daerah atau wilayah Perairan 
Provinsi Maluku Utara.

• Masih terdapat kendala interpretasi serta penerapan peraturan undang 
undang yang saling bertautan khususnya pada perizinan pulau pulau 
kecil, contohnya Peraturan bidang pertambangan dengan Peraturan 
bidang kelautan dan perikanan serta Peraturan bidang kehutanan 
terkait izin pada pulau pulau kecil, dan penambangan di pesisir.

• Sistem serta persyaratan pada perizinan yang belum sepenuhnya dapat 
dimengerti oleh pelaku usaha yang akan melakukan izin pemanfaatan 
ruang laut

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut di Kabupaten Halmahera Selatan



8. Kesimpulan & Saran 
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Kinerja perekonomian terutama pertambangan dan industri  
pengolahan memunculkan kekhawatiran tersendiri  
terhadap kualitas lingkungan hidup di Maluku Utara, 
meskipun data IKLH menunjukkan kualitas lingkungan 
masih baik. Upaya-upaya menjaga lingkungan wajib terus 
dilaksanakan secara terukur.  

Proper dan Properda Merupakan instrumen 
pengawasan dan pengendalian yang efektif, dan 
merupakan  perwujudan transparansi serta 
demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di 
Indonesia.

- Inovasi Teknologi 

- Kebijakan Lebih Progresif 

- Penetapan dan Pencapaian Beyond Compliance

- Perlu Ada Pajak dan Retribusi Lingkungan di Daerah

Kesimpulan 

Kesimpulan 

Saran 

Saran 



Catatan Penting Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan di Pulau Kecil

• Saat ini Pemerintah Provinsi sudah tidak berwenang dalam melakukan 
penerbitan izin untuk kegiatan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan.

• Terdapat Tumpang tindih peraturan pemanfaatan di Wilayah Pulau Kecil 
antara lain, peraturan  bidang pertambangan, kehutanan, dan kelautan 
sehingga memunginkan adanya multitafsir

• Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai semangat yang sama untuk 
mendorong seluruh pihak agar dapat membenahi tata Kelola wilayah pulau 
pulau kecil, sebab Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi Kepualauan 
dengan 901 pulau saat ini.

8. Kesimpulan & Saran 



Secara prinsip Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung 

Tertib Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dan Perijinan Lingkungan 
Sebagai salah satu Intsrumen pengawan dan pengendalian dan 

berupaya untuk melakukan pengawasan secara Maksimal.

Dinas  Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku Utara

Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan 
Ruang Laut di Kabupaten Halmahera Selatan
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